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ABSTRAK 

Akhir-akhir ini masih banyak orang yang mengalami penyakit gangguan dalam jiwa 

yang masih terlantar dan berkeliaran. Hal ini jelas meresahkan masyarakat sekitar 

karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut mendadak mengamuk 

dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai siapapun yang ada disekitaran orang 

tersebut. Nampaknya pemerintah kurang memperhatikan hal ini padahal terdapat hak 

mereka sebagai warga negara yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya 

ketertiban. Penderita gangguan jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat. Kepala 

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes menyatakan 

bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar penyebab beban 

disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (Years Lived with Disability). 

Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-45 Tahun 

(the global burden of disease, 2010). Namun demikian, kesenjangan pengobatan 

(treatment gap) antara masyarakat yang membutuhkan layanan dan yang 

mendapatkan layanan kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia sangat besar (›90) hal ini berarti bahwa hanya kurang dari 10 pasien 

gangguan jiwa mendapatkan pengobatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah (1) 

Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang 

Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana 

Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan 

Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? Jenis 

penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research) dengan sifat pendekatan yaitu 

pendekatan deskriptif. Data primer dalam penelitian ini dari hasil wawancara. 

Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, 

jurnal, artikel, serta bahan media sosial yang terkait dengan pokok permasalahan.  

Metode pengumpuulan data yang digunakan ialah melalui cara oservasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

Adapun hasil penelitian ini ialah: (1) peran Pemerintah Daerah dalam implementasi 

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap 

Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung sudah berjalan namun belum dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh 

dalam mengatasi permasalahan ini karena masih banyak sekali penderita gangguan 

jiwa yang terlantar dan yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Sudah 

seharusnya pemerintah mengupayakan kesembuhan bagi warganya yang mengalami 

gangguan jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai 

warga negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. (2)  Kajian Fiqh Siyasah 

mengenai berbagai bentuk dari kehidupan manusia yang meliputi bahwa Islam 

mempunyai kaidah-kaidah atau syariat yang melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, 

jasmani dan harta benda. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat erat dengan tuntutan 

bagaimana memelihara kesehatan. Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang 

pemimpin atau pemerintah belum menjalankan apa yang seharusnya jadi 

tanggungjawabnya karena pemerintah tidak melaksanakan peraturan perundang-

undangan (Fiqh Siyasah Dusturiyyah) yang tertulis saat ini pada Pasal 149 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

 

Kata kunci: Pemenuhan, Hak, Orang Dalam Gangguan Jiwa. 
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ABSTRACT 

 

Recently, there are still many people suffering from mental disorders who are 

still abandoned and wandering around. This clearly disturbs the local community 

because the person experiencing mental disorders could suddenly go on a rampage and 

could injure themselves or injure anyone around that person. It seems that the 

government is paying little attention to this even though there are their rights as citizens 

that need to be paid attention to and for order to be established. People suffering from 

mental disorders in Lampung are currently increasing. Head of the Lampung Provincial 

Health Service, Dr. Dr. Hj. Reihana, M.Kes stated that currently mental disorders are the 

second largest cause of disability burden due to disease based on YLD (Years Lived with 

Disability). Meanwhile, the age most affected is the productive age between 15-45 years 

(the global burden of disease, 2010). However, the treatment gap between people who 

need services and those who receive mental health services in developing countries 

including Indonesia is very large (›90), this means that only less than 10 patients with 

mental disorders receive treatment. 

Based on the description above, the problem formulation in this research is (1) 

What is the role of regional government in implementing Article 149 of Law Number 36 

of 2009 concerning Health regarding the fulfillment of the rights of people with mental 

disorders in the Bandar Lampung City Health Service? (2) What is the role of the 

Regional Government in implementing Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning 

Health regarding the fulfillment of the rights of people with mental disorders from a Fiqh 

Siyasah perspective in the Bandar Lampung City Health Service? This type of research is 

field research with a descriptive approach. Primary data in this research is from 

interviews. Meanwhile, the secondary data that the author uses is in the form of 

literature, papers, journals, articles and social media materials related to the main 

problem. The data collection method used is through observation, interviews and 

documentation. 

The results of this research are: (1) the role of the Regional Government in the 

implementation of Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health regarding 

the Fulfillment of the Rights of People with Mental Disorders in the Bandar Lampung 

City Health Service has been running but cannot be said to be fully fulfilled in 

overcoming the problem This is because there are still many people with mental 

disorders who are neglected and who have not received funding from the government. 

The government should strive for healing for its citizens who experience mental disorders 

to provide opportunities to carry out their obligations as citizens of the Republic of 

Indonesia as they should. (2) Study of Siyasah Fiqh regarding various forms of human 

life which includes that Islam has rules or Shari'a that protect religion, soul, heredity, 

mind, body and property. Therefore, Islamic teachings are very closely related to 

demands on how to maintain health. Judging from the current reality, leaders or the 

government have not carried out what should be their responsibilities because the 

government has not implemented the statutory regulations (Fiqh Siyasah Dusturiyyah) 

which are currently written in Article 149 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. 

 

Keywoard: Fulfillment, Rights, People in Mental Disorders. 
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MOTTO 

 
 

وا  عُ ي طِ وَأَ لَّوَ  ل ا وا  عُ ي طِ أَ وا  نُ مَ آ نَ  ي لَّذِ ا ا  هَ ي ُّ أَ ا  مْ يَ كُ نْ مِ رِ  لَْْمْ ا ولِِ  وَأُ ولَ  رَّسُ ل نْ  ۖ َا إِ فَ
رِ  خِ لْْ ا وْمِ   َ ي لْ وَا لَّوِ  ل ا بِ ونَ  نُ مِ ؤْ  ُ ت مْ  تُ نْ نْ كُ إِ ولِ  رَّسُ ل وَا لَّوِ  ل ا لََ  إِ وهُ  رُدُّ  َ ف ءٍ  يْ شَ فِِ  مْ  تُ زَعْ ا نَ  َ ت

لً  ۖ َ وِي أْ تَ نُ  سَ حْ وَأَ رٌ   ْ ي خَ كَ  لِ ذَٰ

 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, 

maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika  

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.  

Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan  

lebih baik akibatnya”.  

(QS An-Nisa: 59) 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk memahami materi secara keseluruhan 

agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu diberi penjelasan dan 

pengertian dalam memahami proposal skripsi ini. 

Skripsi ini berjudul ―Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi 

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh 

Siyasah (Studi Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung)‖ maka perlu di 

lakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini 

agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian 

bagi pembaca sebagai berikut: 

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah 

daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan 

antara seseorang yang melaksanakan tugas, efektivitas sebagai ukuran 

yang memberikan gambaran tentang seberapa jauh target yang telah 

dicapai, yang berorientasi kepada keluaran dan masalah penggunaan 

masukan kurang menjadi perhatian utama.
1
 

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 149 

menyatakan: Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, 

mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau 

                                                     

1
 Pusat Bahasa Kemdikbud Ristek, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2008), 324. 
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mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan 

pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan 

pemerintah, pemerintah daerah wajib melakukan pengobatan dan 

perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan terhadap penderita gangguan 

jiwa. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas 

pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan 

melibatkan peran serta aktif masyarakat serta pembiayaan pengobatan 

dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.
2
 

3. Peran merupakan serangkaian pola perilaku yang diharapkan dan 

disetujui secara sosial, yang terdiri dari tugas dan hak istimewa yang 

terkait dengan posisi tertentu dalam suatu kelompok. Peran adalah 

tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu.
3
 

4. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan 

mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau 

bagian-bagiannya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, 

mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk 

hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
4
 

5. Gangguan Jiwa yaitu sindrom atau pola perilaku yang secara klinis 

bermakna yang berhubungan dengan distress atau penderita dan 

menimbulkan gangguan pada satu atau lebih fungsi kehidupan 

                                                     

  
2
 Indonesia, Republik. "Undang-undang Republik Indonesia nomor 

36 tahun 2009 tentang Kesehatan." Jakarta Republik Indonesia (2009). 
3
 Laudia Tysara, ―Pengertian Sistem dan Contohnya, Ketahui Penerapannya dalam 

Kehidupan,‖ Liputan6.com, 2021, https://hot.liputan6.com/read/4688978/pengertian-sistem-dan-

contohnya-ketahui-penerapannya-dalam-kehidupan.  

  
4
 Rendi Adi Wijaya, Sistem Pemerintahan Indonesia (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2018), 3. 
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manusia. Mereka yang mengalami kondisi ini dikenal dengan sebutan 

Orang dengan Gangguan Jiwa.
5 

6. Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata 

berbahasa Arab yaitu kata fiqh dan kata siyasah Fiqh Siyasah ialah 

ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan 

segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh 

pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat.
6
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia. Kesehatan pada umumnya 

melekat pada diri manusia. Kesehatan adalah modal utama bagi seseorang 

untuk melakukan segala aktifitas. Seseorang tidak dimungkinkan melakukan 

aktifitas jika dalam keadaan yang tidak sehat. Salah satu unsur kesejahteraan 

yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
7
 

Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan 

kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada Pasal 14 sampai Pasal 20 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hal ini 

                                                     

  
5
 Sienny Agustin, ―Seputar ODGJ dan Gangguan Kejiwaan yang 

Sering Dialaminya,‖ alodokter.com, 2021, https://www.alodokter.com/seputar-odgj-dan-

gangguan-kejiwaan-yang-sering-dialaminya. 

  
6
 Suyuti J. Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah, dan 

Pemikiran (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) 33. 

  
7
 Departemen Pendidikan Nasoional, Kamus Besar Bahas 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 572. 
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dikarenakan kesehatan merupakan salah satu komponen kesehatan yang 

sangat penting yaitu tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan 

masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan 

jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.
8
 

Gangguan Jiwa adalah sindrom atau pola perilaku yang secara klinis 

bermakna yang berkaitan langsung dengan penderitaan (distress) dan 

menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi kehidupan manusia. 

Fungsi jiwa yang terganggu meliputi fungsi biologis, psikologis, sosial, dan 

spiritual. Secara umum gangguan fungsi jiwa yang dialami seseorang individu 

dapat terlihat dari penampilan, komunikasi, proses berpikir, interaksi dan 

aktivitasnya sehari-hari.
9
 

Akhir-akhir ini masih banyak orang yang mengalami penyakit gangguan 

dalam jiwa yang masih terlantar dan berkeliaran. Hal ini jelas meresahkan 

masyarakat sekitar karena bisa saja orang yang mengalami gangguan jiwa 

tersebut mendadak mengamuk dan dapat melukai dirinya sendiri atau melukai 

siapapun yang ada disekitaran orang tersebut. Nampaknya pemerintah kurang 

memperhatikan hal ini padahal terdapat hak mereka sebagai warga negara 

yang perlu diperhatikan dan agar terwujudnya ketertiban. Penderita gangguan 

jiwa di Lampung sekarang ini kian meningkat. 

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dr. dr. Hj. Reihana, M.Kes 

menyatakan bahwasanya saat ini gangguan jiwa menduduki nomor 2 terbesar 

                                                     

  
8
 Sri Palupi, Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang 

Berbasis Hak (Jakarta: Lakpesdam, 2016), 13. 

  
9
 Rafael Lisinus, Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus 

(Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 175. 
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penyebab beban disabilitas akibat penyakit berdasarkan YLD (Years Lived 

with Disability). Depresi sendiri merupakan peringkat ke-8 penyebab beban 

utama akibat penyakit berdasarkan DALY‘S (Disability-Adjusted Life Year). 

Sedangkan usia terbanyak yang dipengaruhi adalah usia produktif antara 15-

45 Tahun (the global burden of disease, 2010). Hal ini perlu diantisipasi, 

mengingat WHO mengestimasikan depresi Indonesia akan menjadi peringkat 

ke-2 penyebab beban akibat penyakit di dunia (global) setelah jantung pada 

Tahun 2020, dan menjadi peringkat pertama pada Tahun 2030.
10

 

Namun demikian kesenjangan pengobatan (treatment gap) antara 

masyarakat yang membutuhkan layanan dan yang mendapatkan layanan 

kesehatan jiwa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat besar 

(›90) hal ini berarti bahwa hanya kurang dari 10 pasien gangguan jiwa 

mendapatkan pengobatan. 

Islam tidak mewajibkan penderita gangguan jiwa untuk melakukan solat 

karena hilang akalnya maka jika sholat tidak tahu apa yang dibacanya bahkan 

bersuci saja tidak bisa dan bisa menyebabkan tidak sah sholatnya. Apabila 

terdapat penderita gangguan jiwa melakukan kejahatan atau melakukan yang 

dapat melukai orang lain maka tidak ada alasan untuk menistakannya apalagi 

menyakitinya. Serahkan saja kepada pihak berwenang, dengan tanpa 

melakukan perlakuan kasar dan merendahkannya. 

Dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 perubahan kedua 

disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta 

                                                     

 
10

 Admin Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ―Gelar Pelatihan Deteksi Dini 

dan Gangguan Jiwa,‖ dinkes.lampungprov.go.id, 2019, https://dinkes.lampungprov.go.id/gelar-

pelatihan-deteksi-dini-dan-gangguan-jiwa-dinkes-lampung-upgrade-nakes-puskesmas. 
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memperoleh pelayanan kesehatan, kesehatan sebagai salah satu unsur 

kesejahteraan manusia serta merupakan kebutuhan dasar dalam 

mempertahankan kehidupannya, oleh karena itu, setiap orang mempunyai hak 

yang sama untuk mencapai derajat kesehatan secara optimal, dan bertanggung 

jawab atas kesehatannya, kesehatan yang dimaksud yaitu keadaan badan, jiwa, 

dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 

ekonomis.
11

 

Mengenai Pasal 4 yang menyebutkan bahwa ―Setiap orang berhak atas 

kesehatan‖ dan Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak 

kesehatan kepadarakyatnya seperti yang dijelaskan pada. Maka seharusnya 

negara juga memperhatikan manusia yang mengidap penyakit Gangguan Jiwa 

sekalipun, karena mereka juga termasuk makhluk sosial yang perlu 

diperhatikan. Berkaitan dengan Pasal 149 yang berbunyi : 

1. Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam 

keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban 

dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan 

di fasilitas pelayanan kesehatan. 

2. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan 

pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita 

gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan 

dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau 

keamanan umum. 

                                                     

  
11

 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 
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3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan 

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran 

serta aktif masyarakat. 

4. Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita 

gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.
12

 

Islam tidak hanya mencakup sistem kepercayaan dan ibadah, tetapi juga 

sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Para ulama dengan ijtihad mereka 

merumuskan ajaran-ajaran Islam tentang negara ini dalamilmu al-siyasah al-

Islamiyyah atau Fiqh Siyasah (ilmu politik Islam). Ilmu al-siyâsah ini 

didefiniskan sebagai ―ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan-urusan 

negara Islam dalam hal sistem dan undang-undang yang sejalan dengan dasar-

dasar Islam meskipun dalam pengaturan ini tidak ada dalil tertentu (dari al-

Quran maupun Hadist)‖. Ilmu ini berkembang dengan dinamis karena ia bisa 

berinteraksi dengan gagasan dan sistem politik dari luar serta budaya lokal, 

termasuk dengan sistem politik modern. 

Berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini sudah semestinya 

pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap warga negara 

sebagaimana dibahas dalam pembahasan Siyasah Dusturiyyah yang mengatur 

mengenai hubungan antara negara dengan warga negara maupun hak-hak 

warga negara yang biasanya membahas persoalan peraturan perundang-

undangan yang dituntut dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi 

                                                     

12
 Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  
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kemasyarakatan manusia. Dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan 

hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara 

untuk memenuhi hak kesehatan warga negara.
13

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut tentang peran dan tanggung jawab pemerintah atas penderita 

gangguan jiwa melalui peraturan pemerintah atau instansi berterkaitan 

berdasarkan analisis fiqh siyasah dan didukung dengan menggali informasi 

dari masyarakat sekitar. 

C. Fokus Dan Subfokus Penelitian 

Pada Penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana Peran Pemerintah 

Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak 

Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah. Adapun subfokus dari 

penelitian ini adalah mengadakan penelitian Dinas Kesehatan Kota Bandar 

Lampung, dalam hal-hal yangberkaitan dengan bagaimana Peran Peran 

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Implementasi Pasal 149 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan serta fenomena-fenomena yang telah diuraikan 

pada  latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

                                                     

  
13

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Konstekstualisasi Doktrin 

Politik Islam, 3 ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 43. 
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1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap 

Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap 

Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah Di 

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ? 

E. Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dari penelitian  

1. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap 

Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung. 

2. Mengetahui Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi Pasal 149 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap 

Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh Siyasah. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penulisan ini dapat sebagai bahan kajian lebih 

mendalam terhadap ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan 

khususnya mengenaipada Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi 

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan diharapkan dapat 

memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya 
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pada satuan Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan 

Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan. Selain itu,  

diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

akademis/pihak-pihak yang berkompeten dalam pencarian informasi atau 

sebagai referensi mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi 

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Perspektif Fiqh 

Siyasah. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan 

hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya: 

1. Skripsi Selamat Riadi (2021), penelitian yang di lakukan oleh Selamat 

Riadi pada Tahun 2021 dengan judul ―Peran Pemerintah Daerah 

Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten 

Hulu Sungai Utara‖, penelitian sebelum nya  mengkaji tentang Peran  

Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Hulu  Sungai  Utara  dalam  

Pemenuham  Hak  Orang  Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) belum 

baik. Sebab penulis lebih menekankan indikator-indikator yang 

mengklasifikasikan yang baik dan tidak baik terkait pemenuhan hak 
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Orang Dalam Gangguan Jiwa.
14

 Perbedaan skripsi yang saya  teliti 

dengan penelitian ini adalah saya lebih mengutamakan pelayanan 

kesehatan terhadap pasien ODGJ. 

2. Skripsi Anshari Rijaldi Saptadjaya (2019), penelitian yang dilakukan 

oleh Anshari Rijaldi Saptadjaya dari Universitas Pasundan, judul 

penelitiannya yaitu ―Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota 

Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa 

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Jiwa‖. Kesimpulan dari penelitiannya yaitu bahwa tugas 

dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bandung dalam menangani 

orang dengan gangguan jiwa sudah terlaksana semaksimal mungkin 

namun terus bertambah banyak nya penderita gangguan jiwa 

dimasyarakat dikarenakan beberapa faktor yang seharusnya lebih 

dievaluasi.
15

 Namun penelitian yang saya teiliti yaitu mengutamakan 

dampak pelayanan pemerintah yang belum terlaksana terhadap pasien 

ODGJ yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa. 

3. Skripsi Tio Prasetio (2019), penelitian terdahulu yang di lakukanoleh 

mahasiswa dari Universitas Suska Riau milik Tio Prasetio yang 

berjudul ―Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar 

Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan 
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Selamat Riadi, ―Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan 

Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara‖ (Skripsi, Universitas 

Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan, 2021), 34. 
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 Anshari Rijaldi Saptadjaya, ―Tugas dan Tanggung Jawab 

Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Orang dengan Gangguan Jiwa dihubungkan dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa‖ (Universitas Pasundan 

Bandung, 2019). 
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Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017‖. Tentang Penanggulangan 

Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Kesimpulan dari 

penelitiannya yaitu Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kampar 

pada Kecamatan Koto Kampar Hulu terhadap penanggulangan 

pemasungan orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya sangat 

penting dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 54 tahun 2017, yaitu melaksanakan advokasi dan sosialisasi, 

Penyediaan Pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan 

terjangkau dan melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah. 

Namun, di Kecamatan Koto Kampar Hulu hal ini tidak berjalan 

dengan sesuai denganketentuan tersebut. Pemerintah kabupaten 

kampar kurang memperhatikan kesehatan terhadap orang dengan 

gangguan jiwa, baik dalam memberikan advokasi dan sosialisasi, 

penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau 

maupun melakukan kunjungan rumah atau layanan rumah sehingga 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tersebut tidak terjalankan 

dengan baik. Adapun kendala atau hambatan yang dialami yaitu 

kurangnya pelayanan Kesehatan Yang Bermutu, Aman dan terjangkau 

dan tidak efektifnya pelayan kunjungan rumah dan layanan harian.
16

 

Perbedaan penelitian yang saya teliti yaitu disini saya lebih 
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Tio Prasetio, ―Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kampar Terhadap Penanganan Penderita Gangguan Jiwa Menurut Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 54 tahun 2017 Tentang Penanggulangan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa‖ 

(Skripsi, Universitas Suska Riau, 2019), 45. 
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menekankan penyediaan di pelayanan fasilitas kesehatan apakah 

dilaksanakan secara merata atau tidak terhadap pasien ODGJ. 

4. Jurnal Sri Endarlina (2019) 

 Sri Endarlina pada Tahun 2019 meneliti mengenai ―Peran Pemerintah 

Daerah Dalam Pemenuhan Hak Penderita Gangguan Jiwa Di 

Kabupaten Pringsewu‖. Penelitian ini mengupayakan perlindungan 

terkait masalah kesejahteraan sosial khususnya masalah penderita 

gangguan jiwa dari daerah Kabupaten Pringsewu belum ada peraturan 

daerah yang secara khusus mengatur tersebut. Tugas dan fungsi dari 

pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu 

agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi dan telah berbagai 

upaya yang dilakukan terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam 

penanganan penderita ganguan jiwa.
17

 Perbedaan penelitian yang saya 

teliti lebih mengkhusukan pada pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 dan mengkaji dalam perspektif Fiqh Siyasah. 

H. Metode Penelitian 

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik 

secara praktis maupun teoritis. Dikatakan kegiatan ilmiah karena penelitian 

dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. Terencana karena penelitian harus 
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 Sri Endarlina, ―Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan 

Hak Penderita Gangguan Jiwa Di Kabupaten Pringsewu,‖ Jurnal Kultur Demokrasi, Volume 10 

Nomor 5 (April 2019): 13, http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JKD/article/view/1597. 
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direncnakan dengan memperhatikan waktu, dan eksebilitas terhadap tempat 

dan data.
18

 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

              Berdasarkan jenisnya, peneliti ini termasuk penelitian 

lapangan (field research), penelitian lapangan adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang 

melalui cara yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi.
19

 

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Dinas Kesehatan Bandar 

Lampung, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif artinya 

yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.  

b. Sifat Penelitian 

        Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Artinya, data 

yang dikumpulkan bukan berupa data angka, melainkan data yang berasal 

dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau 

memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Tujuan 

menggunakan pendekatan kualitatif adalah agar peneliti dapat 

menggambarkan realita empiris di balik fenomena yang terjadi terkait 

dengan implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  

di Kota Bandar Lampung. 
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2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli 

lapangan atau lokasi penelitian yang memberi informasi langsung 

dalam penelitian.  Seperti halnya pada penelitian ini data primer 

didapatkan dari hasil wawancara kepada Ketua Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung, Kabid Pelayanan Kesehatan, Kasubag Umum, 

Hukum, Dan Humas, Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kasi 

Pelayanan Kefarmasian di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. 

Pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan dengan 

melakukan survei dan observasi. 

b. Data Sekunder 

          Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari pihak lain, tidak 

langsung dari subjek penelitian.
20

 Dalam hali ini data sekunder yang 

penulis gunakan adalah berupa literatur, makalah, jurnal, artikel, serta 

bahan mediasosial yang terkait dengan pokok permasalahan yang akan 

diteliti. 

c. Bahan Hukum Tersier  

            Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan 

hokum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas 

bahan hukum lainnya. 

 

                                                     

  
20

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: 

Bandar Maju, 2006), 27. 
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3. Populasi dan Sampel  

a. Populasi 

   Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan tumbuh tumbuhan, gejala-gejala, nilai test 

atau  peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Tujuan diadakanya 

populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel 

yang diambil dari anggota populasi dan mebatasi berlakunya daerah 

generalisasi.
21

 Populasi dalam penelitian ini  Adalah Kepala Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung, 4 Kabid. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 3 

Kassubag. Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, 12 Kasi. Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung, dan keluarga pasien ODGJ. 

b. Sampel 

   Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik pengambilan sampling. Artinya kesimpulan hasil 

penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas 

populasi. Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah non random 

sampling artinya tidak semua populasi diberi kesempatan 

untukditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non 

random sampling yang penulis gunakan adalah purvosive sampling yaitu 

memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi 

                                                     

  
21

 Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 

(Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 359. 
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yang diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah Ketua 

Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Kabid Pelayanan Kesehatan 

Kota Bandar Lampung, Kasubag Umum, Hukum, Dan Humas, Kasi 

Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kasi Pelayanan Kefarmasian dan 

keluarga dari 2 Keluarga penderita gangguan jiwa. 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu 

teknik penelitian yang sangat penting. Tujuan menggunakan metode ini 

untuk mencatat hal-hal, perilaku, perkembangan, dan sebagainya 

tentang implementasiPasal 149 UU No. 36 Tahun 2009.
22

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan semi terstruktur. 

Hasil wawancara sebagai sumber data primer yang akan digunakan 

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
23

 

c. Dokumentasi 

                                                     

  
22

 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2005), 70.  

  
23

 Susiadi AS, Metode Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan 

Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 17.  
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Merupakan salah satu metode pengumpulan data dari arsip, 

dokumen, peraturan perundangan, buku dan sumber referensi lainnya 

yang menunjang penelitian ini.
24

 

I. Sistematika Pembahasan 

1. BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat, dan metode penelitian 

2. BAB II Landasan Teori 

Memuat tentang kerangka teori yang relevan yang terkait dengan 

tema skripsi 

3. BAB III Deskripsi Objek Penelitian 

Memuat secara rinci deskripsi objek dan gambaran objek 

penelitian serta analisis data yang digunakan 

4. BAB IV Analisis Penelitian  

     Berisi: (1) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Implementasi 

Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Dinas 

Kesehatan Kota Bandar Lampung? (2) Bagaimana Peran Pemerintah Daerah 

Dalam Implementasi Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Orang Dalam Gangguan Jiwa 

Perspektif Fiqh Siyasah Di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung? 

5. BAB V Kesimpulan 

                                                     

  
24

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 17.  
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         Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. 

Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang 

ada hubungannya dengan masalah penelitian, Kesimpulan diperoleh 

berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada 

bab-bab sebelumnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

1. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang 

dapat diambil dan saran yang berlandaskan fakta-fakta pada temuan hasil 

penelitian. Secara umum di dalam Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pasal yang 

menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib melakukan pengobatan dan 

perawatan serta pembiayaan bagi penderita ODGJ. Sebelum penderita 

gangguan jiwa memperoleh hak tersebut maka terlebih dahulu dilakukan 

penertiban, kemudian pendataan. Dengan adanya hasil yang didapatkan 

disini peran dan tanggung jawab pemerintah sudah berjalan namun belum 

dapat dikatakan terpenuhi secara menyeluruh dalam mengatasi 

permasalahan ini karena masih banyak sekali penderita gangguan jiwa 

yang terlantar dan yang belum mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. 

Dengan meningkatkan upaya layanan kesehatan jiwa sesuai dengan 

perkembangan bahkan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber 

daya dalam upaya kesehatan jiwa. Sudah seharusnya pemerintah 

mengupayakan kesembuhan bagi warganya yang mengalami gangguan 

jiwa untuk memberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai 

warga negara republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jadi menyangkut 

peran dan tanggung jawab disini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan 

peraturan yang ada. 
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2. Kajian Fiqh Siyasah mengenai berbagai bentuk dari kehidupan manusia, 

sebagaimana yang terkandung di dalam Al-Qur‟an menyebutkan bahwa Islam 

mempunyai kaidah-kaidah atau syariat yang melindungi agama, jiwa, 

keturunan, akal, jasmani dan harta benda. Tiga dari keenam hal tersebut yakni 

jiwa, jasmani, dan akal sangat berkaitan erat dengan kesehatan, oleh karena itu 

ajaran islam sangat sarat dengan tuntutan bagaimana memelihara kesehatan. 

Dilihat dari kenyataan yang ada sekarang pemimpin atau pemerintah belum 

menjalankan apa yang seharusnya jadi tanggungjawabnya. Apabila pemerintah 

tidak memperhatikan warganya maka pemimpin itu termasuk pemimpin yang 

dzalim terhadap warganya sendiri, dan semua pertanggungjawaban akan 

ditanya di akhirat kelak. Karena pemerintah tidak menjalankan sebagaimana 

mestinya peraturan perundang-undangan (Fiqh Siyasah Dusturiyyah) yang 

tertulis saat ini pada Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan. 

B. Rekomendasi 

1. Sebaiknya pemerintah bisa lebih memperhatikan masalah pada penderita 

gangguan jiwa karena bagaimanapun mereka juga merupakan bagian dari 

anggota masyarakat yang memiliki hak sebagai warga negara. 

2. Seharusnya sosialisasi terkait undang-undang kesehatan jiwa lebih 

ditingkatkan dan di maksimalkan lagi, karena temuan penulis di lapangan 

bahwa undang-undang ini kurang mencolok di sekitar masyarakat bahkan 

lingkup pegawai dinas kesehatan kota bandar lampung tidak mengetahui 

sama sekali mengenai undang-undang ini meskipun programnya telah 

berjalan walau kurang efisien. 
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3. Sebaiknya kerja sama pemerintah baik itu pemerintah daerah, perangkat 

daerah, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat lebih ditingkatkan 

dan dimaksimalkan lagi demi terwujudnya kesejahteraan yang lebih baik 

terhadap ODGJ. 
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